PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, bahwa pergeseran anggaran dapat
dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar
program, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar objek
belanja, dan/atau antar rincian objek belanja;

b. bahwa berdasarkan surat Inspektur Daerah, Sekretaris
DPRD, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian, Kepala Dinas
Perikanan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman serta Pertanahan, Kepala Dinas Lingkungan
Hidup, Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
Setda, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Ogan Ilir,
Kepala Badan Pendapatan Daerah, Camat Indralaya,
Camat Sungai Pinang, Camat Pemulutan tentang
Permohonan Pergeseran Anggaran Tahun 2023, perlu
adanya penyesuaian anggaran;

c. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Laporan realisasi
semester pertama APBD dan Perubahan anggaran
pendapatan dan belanja daerah, huruf D Pergeseran
Anggaran, poin h, bahwa pada kondisi tertentu pergeseran
anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat
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Mengingat

o 1.

dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan
Kepala daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan
DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi
mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di
tingkat nasional atau daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024, Huruf D Teknis Penyusunan APBD
Poin ¢ Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan
Pengeluaran setiap bulan atas belanja wajib dan belanja
mengingat angka 2 Pengeluaran setiap bulan dibatasi
penggunaannya hanya untuk mendanai keperluan
mendesak meliputi poin b) belanja yang bersifat mengikat
seperti gaji dan tunjangan serta operasional sehari-hari.

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024, Huruf D Teknis Penyusunan APBD
Poin g Penyusunan perubahan APBD angka 4 dalam hal
terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak,
pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD
dapat dilakukan melalui perubahan peraturan Kepala
Daerah tentang penjabaran APBD dengan diberitahukan
kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, apabila pergeseran
tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, ditampung
dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun
Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan realisasi
anggaran bagi daerah yang melakukan pergeseran setelah
perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD
Tahun Anggaran 2024 dan angka (7) sub poin a
pergeseran antarobjek dalam jenis yang sama, antar
rincian  objek dalam objek yang sama, dan
antarsubrincian objek dalam rincian objek yang sama
dilakukan melalui perubahan RKA SKPD pada SIPD RI,
untuk selanjutnya dilakukan perubahan peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD dan/atau perubahan
peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan
APBD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan Huruf e,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten
Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan.  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);




12.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang
Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2024
Tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 23);

13.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang

14.

15.

16.

1%.

18.

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020
tentang Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 24);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 Nomor
8);

Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023
Nomor 595);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ogan
[lir Nomor 55 Tahun 2023) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran [ diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum pada Lampiran [ yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran II diubah< sehingga menjadi
sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan
Bupati ini.

Pasal I1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 1 Mt 2024

BUPATI OGAN ILIR,
dto
PANCA WIJAYA AKBAR
Diundangkan di Indralaya
pada tanggal | magit 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,
dto

MUHSIN
BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024 NOMOR : 1]

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

—
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